BAB I

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori
2.1.1 Defenisi Peran
Istilah "peran™ kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata
peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata
“peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionarydiartikan : Actor’s part; one’s
task or function. Yang berarti aktor; tugas seseorangatau fungsi. Sedangkan
dalam Kamus besar bahasa Indonesia (1988: 667), adalah seperangkat tingkat
yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto (2002;243) bahwa Peran merupakan aspek
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka ia menjalankan suatu peranan.
Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1994:768)
mengungkapkan sebagai berikut :
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
c. Bagian suatu fungsi sesorang dalam kelompok atau pranata;
d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau karakteristik yang ada
padanya; dan

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa
peran merupakan bagian untuk menunjang usaha pencapaian tujuan yang
ditetapkanatau ukuran mengenai keterkaitanuntuk mecapai duavariabel yang di
inginkan.

Dalam kenyataannya,kata peran sering digunakan oleh sekelompok orang
didalam suatu akting atau drama untuk menunjukkan sebuah karakternya, bahkan
kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan
mendefenisikan peran tersebut, peran biasa juga disandingkan dengan fungsi,
Peran dan Status tidak dapat dipisahkan, Tidak ada peran tanpa kedudukan atau
status, begitu pula sebaliknya tidak ada status tanpa peran. Setiap orang
mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya
di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat,
Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat
kepadanya.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku, Peran lebih menunjukkan
pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses, Peran yang dimiliki oleh
seseorang mencakup tiga hal antara lain :

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang

di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang

membimbing seseorang dalam masyarakat ;

b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat ; dan

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial

masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2.1.2 Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di
bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-
kelurahan.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerahkabupaten/kota (PP. 19 tahun 2008). Kedudukan kecamatan
merupakan  perangkat  daerah kabupaten/kota sebagai  pelaksana  teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu
sebagai kecamatan dikabupaten/kota.Penghapusan kecamatan adalah pencabutan
status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.Penggabungan kecamatan
adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.Dalam konteks
otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu

yang dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama setelah
diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah perlu
dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk
membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka
bupati sesuai dengan wewenang nya melimpahkan sebagian urusan otonomi
daerah dan tugas umum pemerintah kepada Camat sebagai perangkat daerah yang

memimpin wilayah Kecamatan.
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Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung
terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini Kecamatan bukan lagi sebagai
kepala wilayah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,
melainkan kecamatan diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima
pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan
otonomi daerah dan pemerintahan umum.hal tersebut di atas berarti kecamatan
mempunyai keleluasaan untuk mengekpresikan dirinya menuju arah berkembang
melalui pemberdayaan masyarakat daerah diwilayah kerjanya. sebagai organisasi
perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang berhubungan langsung dengan
masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan
berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari

masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai

berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota.

2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.

3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan meliputi :

e Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
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e Mengkoordinasikan upaya penyeleriggaraan ketenteraman dan
ketertiban umurn;

e Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-
undangan.

e Mengkoordinasikan  pemeliharaan  prasarana dan fasilitas

pelayanan umum

2.1.3 Pembangunan Infrastruktur

Sebelum membahas lebih jauh apa itu pembangunan infrastruktur, ada
baiknya dipahami terlebih dahulu makna dari pembangunan itu sendiri. Definisi
pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan atau
berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai
alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik
(Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah).

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2003), pembangunan sebagai suatu
perubahan,mewujudkan suatu kondisi bernegara dan bermasyarakat lebih baik
dari  kondisi  sekarang,sedangkan pembangunan sebagai  pertumbuhan
menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang,baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi
dalam pembangunan.

Lebih lanjut menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan
pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
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Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan
orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan
negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa
pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy
Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan
proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah
menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya
mencangkup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya
pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan
dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek
perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta
industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu,
keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip sipil, karena
masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta
prinsip kontiunitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk
yang merefleksikan perubahan.

Menurut Setyanungrum (1997), infrastruktur adalah bagian dari
capitalstock dari suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung
produksi.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital

untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang
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peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Secara
sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan
perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju
arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan
bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya
hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak
asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus
memisahkan secara tegas batasannya.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur
yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut
dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem
pelayanan kepada masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital
guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan
kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur merupakan strategi dalam penyediaan sarana
yang utama untuk itu seperti yang di ungkapkan dalam infrastruktur indonesia
(kadin Indonesia-jetro, 2006) yaitu prinsip dasar penyediaan infrastruktur secara
keseluruhan antara lain :

1. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Kesediaan infrastruktur
dapat meningkatkan akses masyrakat terhadap sumber daya sehingga dapat
meningkatkan produktivitas dan efesiensi dan pada akhirnya dapat

meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.hampir dalam semua aktifitas
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masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrakstrukur merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

2. Keterkaitan infrastrukur dengan berbagai aspek. Agar peran infrastruktur
dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan
infrastruktur harus terkait.

3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan melalui kombinasi
antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang digagas
pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya desentralisasi
fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi daerah, setiap
daerah diharapkan mampu lebih mengembangkan potesi daerahnya. Oleh
karena itu pembangunan yang dilakukan di daerah harus didasarkan pada
kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur
yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan
perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya.

4. Meberhasilan kerjasama pemerintah dan swasta memerlukan kondisi yang
harus dipenuhi.

5. Menyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan,
sehingga dalm jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan
kerusakan lingkungan.

6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus mendasarkan pada prinsip-prinsip

akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efesiensi dan keadilan.
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Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah tentu
harus mendapat perhatian serius, karena faktor terbesar yang dihadapai
pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan infrastruktur
khususnya di daerah. Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus
dilakukan, salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur
daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang
tertinggal dengan daerah lain.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang
infrastruktur khususnya jalan  untuk pembangunan, peningkatan maupun
pemeliharaan kedalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk
Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dialokasikan dalam APBD
masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1)
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “Penganggaran dalam rangka
pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan
pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan
jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana
diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan :

(2)“Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai
pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan,
Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.
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Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan jalan dan lain sebagainya, maka Pemerintah Pusat
memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi

Bidang Infrastruktur.
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